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BAB V 

KESIMPULAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt, maka terdapat 

kesimpulan yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :  

1. Suatu Tindakan dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang 

apabila telah memenuhi 3 (tiga) unsur utama yaitu proses,cara dan tujuan. 

Majelis Hakim mengkategorikan perbuatan para Terdakwa sebagai Tindak 

Pidana Perdagangan Orang adalah tidak tepat karena unsur cara sebagaimana 

ketentuan yang terdapat dalam UU TPPO tidak terbukti dalam pengadilan 

sehingga unsur ini tidak terpenuhi. 

2. Pertimbangan Majelis Hakim yang mengkategorikan perbuatan yang dilakukan 

oleh para Terdakwa sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tidak 

tepat karena tidak terpenuhinya unsur cara dalam TPPO akan tetapi dari kasus 

tersebut lebih mengarah pada tindakan memudahkan perbuatan cabul atau 

perbuatan mucikari. Hakim mengkategorikan perbuatan para Terdakwa ke 

dalam TPPO agar memberikan suatu kepastian di dalam hukum karena Hakim 

juga terbatas pada dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana ketentuan yang 

diatur dalam pasal 182 ayat 4 KUHAP.  Dalam menjalankan tugasnya, Hakim 

diharapkan dapat menginterpretasikan hukum secara kreatif dan dan inovatif 

sebagaimana dalam teori progresif untuk mencapai keadilan dan makna hukum 

yang lebih mendalam. 

3. Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak tepat diterapkan 

dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Irma dan Terdakwa Aziz 

karena perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa lebih mengarah pada 

memudahkan perbuatan cabul atau mucikari daripada Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Karena meskipun unsur proses dan tujuan dalam Tindak 

Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, tetapi unsur cara tidak terbukti 

dalam pengadilan. Perbedaan ancaman sanksi dalam TPPO yang sangat berat 
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dibandingkan dengan pasal 296 KUHP dan 506 KUHP memberikan rasa 

ketidakadilan bagi para terdakwa. 

 

5.2 Saran  

1. Hakim seharusnya mempertimbangkan untuk memutus bebas para terdakwa, 

mengingat bahwa tidak terpenuhinya unsur cara dalam Tindak Pidana 

Perdagangan Orang sehingga dakwaan tersebut tidak sah secara hukum. Tidak 

adanya bukti kuat yang mendukung terkait unsur cara dalam kasus ini, putusan 

bebas merupakan hal yang tepat diberikan oleh hakim untuk menjaga keadilan 

dan juga kepastian hukum.  

2. Dalam menangani suatu kasus, Penuntut Umum harus lebih teliti dan cermat 

dalam memberikan pasal yang akan didakwakan kepada para Terdakwa dan 

harus disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan agar memberikan rasa 

keadilan bagi para terdakwa.  
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